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ABSTRAK 

Akbar Muhamad Ashoni : PRAKTIK PENANGGUHAN UPAH BURUH TANI 

OLEH PEMILIK LAHAN PADA LAHAN PERTANIAN PERSPEKTIF 

HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS KAMPUNG PADASUKA, 

KABUPATEN CIANJUR). 

 Penelitian ini Secara Umum dapat di artikan bahwa sistem pengupahan 

termasuk kedalam akad ijarah al-a’mal. Sistem penangguhan upah ini sering 

dilakukan oleh pemilik lahan pertanian terhadap buruh tani, kerana di bayar setelah 

jangka waktu bekerja 1 bulan/ setelah masa panen baru upah tersebut di bayar, 

padahal pada hakikatnya pekerjaan tersebut sistemnya buruh harian tetapi di bayar 

setelah jangka waktu 1 bulan.  

 Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan Kondisi Objektif Pertanahan Di 

kampung Padasuka, Desa Padasuka Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur. (2) 

mendeskripsikan mekanisme pengupahan terhadap buruh penggarap lahan di 

kampung padasuka. (3) mendeskripsikan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap 

mekanisme pengupahan yang di tangguhkan terhadap buruh di kampung padasuka 

berdasarkan teori ijarah. 

 Kerangka Pemikiran ini mengacu kepada ketentuan akad ijarah. Prinsip 

muamalah dalam praktik sewa-menyewa pada hakikatnya ujrah harus dibayar setelah 

selesai digunakan manfaatnya oleh mu’jir. Karena menurut Hadits Nabi SAW, harus 

membayar upah sebelum kering keringatnya. 

 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif.  Yaitu 

mendeskripsikan praktik penangguhan upah di kampung Padasuka serta menganalisis 

berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. Sumber data dari Pemilik Lahan Pertanian, 

Serta Hasil wawancara dari masyarakat yang menjadi buruh tani di Kampung 

Padasuka, Hukum Ekonomi Syariah, Buku-buku, Karya ilmiah seperti artikel, jurnal, 

makalah dan skripsi. Teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, studi 

dokumentasi dan studi pustaka. Sedangkan analisis data menggunakan metode 

pendekatan deskriptif. 

 Hasil Penelitian Ini disimpulkan bahwa (1) Kondisi objektif pertanahan di 

kampung padasuka sangat cocok di tanami oleh tanaman sayuran dan pepohonan. (2) 

Para pihak yaitu pemilik lahan dan buruh tani melakukan perjanjian secara lisan 

dengan sistem upahnya di hitung perhari. Namun tidak ada kejelasan apakah upah 

tersebut di bayar 3 hari sekali, 1 minggu sekali, 1 bulan sekali ataukah upah akan di 

bayar setelah hasil panen terjual (3) Tinjauan  Hukum Ekonomi Syariah sistem 

penangguhan upah ini tidak sesuai dengan Akad ijarah, namun diperbolehkan jika 

penangguhan tersebut sudah menjadi adat sesuai dengan kaidah al-adhatu 

muhakamah, dan Menurut Imam Maliki diperbolehkan asalkan ada kesepakatan. 
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